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ABSTRACT

Active tax collection action is a law enforcement action carried out by the Directorate General of Taxes so
that Taxpayers pay off their tax arrears. This tax collection action also helps to secure tax revenues and
prevent tax assessments from expiring. This research aims to test and analyze the effect of active tax
collection actions in the form of letters of warning, forced letters, blocking of bank accounts, and
confiscation of assets on the disbursement of tax arrears at KPP Pratama Karanganyar. The data used in
this research is secondary data obtained from KPP Pratama Karanganyar. The sample used in this
research was 100 taxpayers with the largest amount of tax arrears from 2018 to 2022. The data analysis
technique used was descriptive statistical analysis and multiple linear analysis to test the research
hypothesis. The results of this research show that letters of warning, letters of force, and confiscation of
assets have an influence on the disbursement of tax arrears. Meanwhile, blocking bank accounts has no
effect on disbursement of tax arrears.

Keywords : Active Tax Collection Action, Disbursement Of Tax Arrears

ABSTRAK

Tindakan penagihan pajak aktif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak agar Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak yang dimiliki. Tindakan penagihan pajak ini
juga membantu untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah ketetapan pajak tidak daluwarsa.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tindakan penagihan pajak aktif berupa
surat teguran, surat paksa, pemblokiran rekening bank, dan penyitaan aset terhadap pencairan tunggakan
pajak pada KPP Pratama Karanganyar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100
Wajib Pajak dengan jumlah tunggakan pajak terbesar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis linear berganda untuk menguji
hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran, surat paksa, dan penyitaan harta
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan pemblokiran rekening bank tidak
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata Kunci : Tindakan Penagihan Pajak Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak

PENDAHULUAN Sejak tahun 1983 sampai dengan
Pajak  merupakan  komponen sekarang, Indonesia menerapkan sistem
paling utama dalam penerimaan negara. perpajakan yaitu sistem pajak self-
Pada APBN tahun 2023 penerimaan assessment.  Sistem  pajak  self-
pajak mempunyai target Rp 2.021,2 assessment ini berarti bahwa Wajib
triliyun rupiah. Saat ini, Direktorat Pajak diberikan kewenangan untuk
Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan menghitung, = memotong  dan/atau
percepatan reformasi organisasi salah memungut, menyetorkan, dan
satunya dengan adanya Perbaruan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan
Sistem Inti Administrasi Perpajakan sistem self-assessment ini mempunyai
(PSIAP). Reformasi organisasi ini risiko ketidakpatuhan dalam kewajiban
diharapkan dapat memperluas basis data perpajakan yang dilakukan oleh Wajib
dan meningkatkan penerimaan pajak. Pajak. Saat Wajib Pajak tidak patuh
dalam melaksanakan kewajiban
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perpajakannya, maka DJP  akan
melakukan tindakan berupa memberikan
sanksi administrasi maupun sanksi
pidana. Atas pemberian sanksi ini
terbitlah produk hukum berupa Surat
Tagihan Pajak (STP) dan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) yang kemudian
menimbulkan  utang  pajak  atau
tunggakan pajak yang harus dibayar oleh

Wajib Pajak.
Menurut Maiga (2015), fungsi
administrator pajak juga termasuk

memastikan  kepatuhan penuh dan
penegakan pajak yang efektif oleh wajib
pajak. Rosid (2020) dalam penelitiannya
menjelaskan peta strategi administrasi
pajak adalah bahwa tindakan penegakan
hukum yang terdiri dari pemeriksaan
pajak yang efektif, penagihan utang
pajak yang efektif dan investigasi pidana
yang efektif akan menaikkan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak. Tindakan
penagihan adalah salah satu tindakan
penegakan hukum yang dilakukan oleh
DJP agar Wajib Pajak membayar utang
pajak yang dimiliki guna mengamankan
penerimaan negara.

Tindakan penagihan mulai
dilakukan oleh DJP apabila ketetapan
yaitu STP dan SKP telah melewati jatuh
tempo pembayaran. Berdasarkan pasal 1
UU No. 19 Tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa,
penagihan pajak adalah serangkaian

tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya
penagihan  dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, dan menjual barang yang
telah disita.

Tindakan penagihan  menjadi
sangat penting agar Wajib Pajak
melunasi utang pajak yang dimilikinya
dan menjadi bagian dari pengamanan
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penerimaan negara. Selain itu tindakan
penagihan juga penting dilakukan
sebelum ketetapan pajak menjadi
daluwarsa.

Penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya menunjukkan hasil yang
berbeda-beda antara pengaruh tindakan
penagihan pajak terhadap pencairan
tunggakan pajak. Dalam penelitian
Mellinia dan Sari (2022) menunjukkan
bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat
Teguran, dan Surat Paksa mempunyai
pengaruh terhadap efektivitas pencairan
tunggakan pajak, sedangkan Surat
Perintah ~ Melaksanakan  Penyitaan
(SPMP) tidak mempunyai pengaruh
terhadap efektivitas pencairan tunggakan
pajak di KPP Pratama Kediri tahun 2017
- 2021. Hasil penelitian Putra dan
Muslim (2022) menunjukkan bahwa
Surat Teguran dan Surat Paksa
mempunyai pengaruh positif terhadap
pencairan tunggakan pajak pada KPP
Pratama Bandung Cicadas pada periode
2011 —2021. Namun hasil yang berbeda
diperoleh dalam penelitian Winarsih
(2019) yang menunjukkan bahwa surat
teguran dan surat paksa tergolong tidak
efektif baik ditinjau dari segi jumlah
lembar maupun nilai nominal yang
tertera dalam surat teguran dan surat
paksa yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Bantaeng. Begitupula pada
penelitian Maisyaroh et al. (2019) yang
menunjukkan hasil bahwa Surat Teguran
dan Surat Paksa tidak mempunyai
pengaruh terhadap pencairan tunggakan
pajak, sedangkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan mempunyai
pengaruh dalam pencairan tunggakan
pajak PPh Orang Pribadi di KPP Pratama
Surakarta tahun 2015 —2018.

Berdasarkan fenomena dan hasil
beberapa penelitian sebelumnya, peneliti
ingin mencoba menguji pengaruh
tindakan penagihan aktif berupa Surat
Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, dan
Pemblokiran terhadap pencairan
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tunggakan pajak atas 100 Wajib Pajak
dengan tunggakan pajak tertinggi yang
terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan
metode kuantitatif. Menurut Sugiyono
(2018) data kuantitatif didasari dengan
positivistic (data konkrit), berupa angka-
angka dan diukur menggunakan statistik
sebagai alat uji penghitungan untuk
menghasilkan suatu kesimpulan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji dan menganalisis pengaruh
tindakan penagihan pajak aktif berupa
surat teguran, surat paksa, pemblokiran
rekening bank, dan penyitaan aset
terhadap pencairan tunggakan pajak
pada KPP Pratama Karanganyar.
Populasi penelitian adalah Wajib Pajak
terdaftar yang mempunyai tunggakan
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Karanganyar periode 2018 -
2020. Sedangkan sampel penelitian
adalah 100 Wajib Pajak terdaftar dengan
tunggakan terbesar di KPP Pratama
Karangnyar periode 2018 — 2022.

Penelitian  menggunakan data
sekunder. Pengujian dilakukan dengan
analisis  regresi linear  berganda.
Persamaan regresi linear berganda yang
digunakan adalah sebagai berikut:

Y =o+BXit BXot BXs+PXa+e
Keterangan:
Y : pencairan tunggakan pajak
o :konstanta
BXT1 : koefisien regresi surat teguran
BX2 : koefisien regresi surat paksa
BX3 : koefisien regresi pemblokiran
rekening
BX4 : koefisien regresi penyitaan aset
€ :error

HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN
Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif

ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai
berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel N Min  Max Mean Std. Dev
(SX“TI‘";“eg“ra“ 500 000 1.00 0.1330 032860
Surat paksa (x2) 500 000 100 01098 0.29396
ﬁ?ﬁ‘:&?ﬁrg}) 500 000 0.1 00002  0.00492
f;ﬂ-‘)y“‘m“ﬁ 500 000 100 0.0410  0.18245
Pencairan
(Tglggakanpajak 500 000 1.00  0.0871 024349
Sumber : Data diolah 2023
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Hasil pengujian One Sample

Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan pada
Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Indikator Value Syarat Keterangan
Data
Asymp. Sig. 0.000 > Terdistribusi
(2-tailed) ’ 0,050 Tidak
Normal
Sumber : Data diolah 2023
Data  penelitian  mengalami

distribusi tidak normal karena jumlah
data yang banyak yaitu 500 data dan nilai
data yang terlalu ekstrim dimana banyak
data yang bernilai 0.00. Data yang
mendekati 0.00 atau sama dengan 0.00
akan menyebabkan distribusi yang tidak
normal atau skewness (miring).

2. Uji Heteroskedastisitas
Hasil pengujian
heteroskedastisitasan dengan uji Glejser

ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai

berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Sigrll\:gziansi Value Keterangan

Surat teguran (X1)

Terjadi

> 0,05 Heteroskedasitas

0,000

Surat paksa (X2)

Terjadi

>
0,05 Heteroskedasitas

0,000

Pemblokiran
Rekening (X3)

Terjadi

>
0,05 Heteroskedasitas

0,004

Penyitaan Aset (X4)

Terjadi

>
0,05 Heteroskedasitas

0,000
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Data  penelitian  mengalami
keheteroskedasitisitasan  karena data
penelitian mengalami distribusi yang
tidak normal atau skewness (miring).

3. Uji Multikolinearitas

Hasil dari pengujian
Multikolinearitas Tolerance (T) dan
Variance  Inflation  Factor  (VIF)
ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai
berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

VIF

Variabel Tolerance

Signifikansi Value Signifikansi Value
(SX“rl‘";“eg“ra“ >0,10 0,988 < 10,00 1,013
(SX“;tpaksa >0,10 0979 <10,00 1,021
Ezfli‘:ii";‘;?;}fogo 0,986 < 10,00 1,014
f;ﬂ-‘)yima“ Aset, 610 0995 <10,00 1,005

Hasil pengujian menunjukkan

semua variabel independen mempunyai
nilai Tolerance (T) > 0,10 dan nilai
Variance Inflation Factor (VIF) < 10,00
sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

4. Uji Autokolerasi
Hasil dari pengujian autokorelasi
dengan Uji Durbin Watson ditunjukkan
pada Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin
Model Watson du <d <4-du

1 1,948 1,837 <1,948 <2,163

Sumber : Data diolah 2023

Hasil pengujian menunjukkan
tidak terjadi autokolerasi dalam model
regresi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda
1. Model Regresi Linear Berganda
Persamaan regresi linear berganda
dalam penelitian ini adalah:
Y =a+BX1+ X2+ PX3 +pX4+e

Adapun hasil dari pengujian model
regresi linear berganda ditunjukkan pada
Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Model Regresi
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Unstandardized
Model Coecfficients B

(Constant) 3,875
Surat teguran 0,199
Surat paksa 0,332
Pemblokiran

Rekening -2,688
Penyitaan Aset 0,608

Sumber : Data diolah 2023
Dari  hasil pengujian maka

persamaan regresi dalam penelitian ini
dapat diuraikan sebagai berikut:
Y =3,875+0,199X1 + 0,332X2 -
2,688X3 + 0,608X4

2. Uji Kelayakan Model
Hasil dari pengujian kelayakan
model dengan menggunakan uji F
ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai
berikut:
Tabel 7. Hasil Uji F

Model F HitungF Tabel Sig Ketentuan Kesi
1 84411 239 0,000 <0,05 Model Layak

Sumber : Data diolah 2023

Nilai Fhitung > Frabel yaitu 84,411 >
2,39 dan nilai Sig < 0,05 yaitu 0,00 <
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
model regresi memenuhi uji kelayakan.

3. Uji Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dengan
uji t yang ditunjukkan pada Tabel 8

sebagai berikut:
Tabel 8.Hasil Uji Hipotesis
. . t . -
Hipotesis hitung t tabel Sig. Kriteria

Surat
teguran 7,683 > 1,965 0,000 < 0,05
(H1)
Surat paksa
(H2) 11,429 > 1,965 0,000 <0,05
Pemblokiran
Rekening -1,556 >1,965 0,120 <0,05
(H3)
Penyitaan
Aset (H4) 13,117 > 1,965 0,000 <0,05

Sumber : Data diolah 2023
Hasil uji hipotesis dapat diuraikan
sebagai berikut:

(1) Hasil pengujian  menunjukkan
bahwa nilai thiung untuk variabel
independen Surat teguran adalah
sebesar 7,683 dan lebih besar dari
ttabel yaitu sebesar 1,965 (thitung > tiabel

7,683 > 1,965). Tingkat

signifikansi menunjukkan nilai
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sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf

signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 =

0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha

dapat diterima atau dengan kata lain

bahwa surat teguran berpengaruh

terhadap pencairan tunggakan pajak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa

hipotesis pertama yang menyatakan

“Surat teguran berpengaruh positif

terhadap pencairan tunggakan pajak”
diterima.

Hasil  pengujian  menunjukkan

bahwa nilai thiung untuk variabel

independen surat paksa adalah

sebesar 11,429 dan lebih besar dari

tiabel yaitu sebesar 1,965 (thitung > tiabel

11,429 > 1,965). Tingkat

signifikansi menunjukkan nilai

sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf

signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 =

0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha

dapat diterima atau dengan kata lain

bahwa surat paksa berpengaruh

terhadap pencairan tunggakan pajak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa

hipotesis kedua yang menyatakan

“Surat paksa berpengaruh positif

terhadap pencairan tunggakan pajak”
diterima.

Hasil  pengujian  menunjukkan

bahwa nilai thiung untuk variabel

independen Pemblokiran Rekening

adalah sebesar -1,556 dan lebih kecil

dari tuwber yaitu sebesar 1,965 (thitung

< tuabel = -1,556 < 1,965). Tingkat

signifikansi menunjukkan nilai

sebesar 0,120 lebih besar dari taraf

signifikansi 0,05 (Sig > 0,05=0,120

> 0,05). Dengan demikian Ha

ditolak atau dengan kata lain bahwa

pemblokiran rekening tidak
mempunyai  pengaruh  terhadap
pencairan tunggakan pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa
hipotesis ketiga yang menyatakan
“Pemblokiran Rekening
berpengaruh  positif  terhadap
pencairan tunggakan pajak” ditolak.
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(4) Hasil pengujian  menunjukkan
bahwa nilai thiung untuk variabel
independen Penyitaan Aset adalah
sebesar 13,117 dan lebih besar dari
tiabel yaitu sebesar 1,965 (thitung > tiabel

13,117 > 1,965). Tingkat

signifikansi menunjukkan nilai

sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf
signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 =

0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha

dapat diterima atau dengan kata lain

bahwa penyitaan aset berpengaruh
terhadap pencairan tunggakan pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa

hipotesis keempat yang menyatakan

“Penyitaan Aset berpengaruh positif

terhadap pencairan tunggakan pajak”

diterima.

4. Uji Koefisien Determinasi
Hasil dari pengujian koefisien
determinasi R-square (R?) ditunjukkan
pada Tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Uji R2

Model Adjusted Kesimpulan
r square
Varibel Surat teguran, Surat
paksa, Pemblokiran
1 0.401 Rekening, dan Penyitaan

Aset memiliki pengaruh
sebesar 40,1% terhadap
Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: data diolah (2023)

Hasil pengujian menunjukkan nilai
Adjusted R-Square adalah sebesar 0,401.
Artinya surat teguran, surat paksa,
pemblokiran rekening, dan penyitaan
aset memiliki pengaruh sebesar 40,1%
terhadap pencairan tunggakan pajak.
Sedangkan sisanya sebesar 59,9% atas
pencairan tunggakan pajak dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak digunakan
dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Surat Teguran terhadap

Pencairan Tunggakan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian

seperti tersaji pada tabel 8§ menunjukkan

bahwa surat teguran berpengaruh positif
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terhadap pencairan tunggakan pajak atas
Wajib Pajak yang menjadi 100
penunggak pajak terbesar di KPP
Pratama Karanganyar selama kurun
waktu 2018 — 2022. Hasil penelitian ini
menunjukkan kesamaan dengan hasil
penelitian (Mellinia dan Sari, 2022) dan

(Putra dan Muslim, 2022) yang
menyatakan bahwa surat teguran
mempunyai pengaruh yang positif

terhadap pencairan tunggakan pajak.
Akan tetapi penelitian ini menunjukkan
hasil  berbeda dengan penelitian
(Maisyaroh et al., 2019) dan (Harahap et
al., 2022) yang menyatakan bahwa surat
teguran tidak mempunyai pengaruh atas
pencairan tunggakan pajak.

Surat teguran adalah tindakan
penagihan aktif pertama yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak setelah Surat
Ketetapan Pajak jatuh tempo dan belum
dilakukan pembayaran atau pelunasan.
Surat teguran diterbitkan  Kantor
Pelayanan Pajak dan dikirimkan kepada
Wajib Pajak sebagai langkah untuk
mengingatkan Wajib Pajak bahwa
mereka memiliki tunggakan pajak yang
harus segera diselesaikan dengan
melakukan pembayaran. Dalam waktu
paling cepat 21 hari setelah surat teguran
diterbitkan apabila Wajib Pajak belum
melakukan pembayaran atas tunggakan
pajak yang dimiliki maka akan dilakukan
tindakan penagihan aktif selanjutnya
yaitu penerbitan dan penyampaian surat
paksa. Sehingga untuk menghindari hal
tersebut Wajib Pajak akan segera
melakukan pembayaran atas tunggakan
pajak yang dimiliki kecuali ada faktor
lain yang mempengaruhi kemampuan
pembayaran atas tunggakan pajak oleh
Wajib Pajak.

Pengaruh Surat Paksa
Pencairan Tunggakan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian
seperti tersaji pada tabel 8§ menunjukkan
bahwa surat paksa berpengaruh positif

terhadap
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terhadap pencairan tunggakan pajak atas
Wajib Pajak yang menjadi 100
penunggak pajak terbesar di KPP
Pratama Karanganyar selama kurun
waktu 2018 — 2022. Hasil penelitian ini
menunjukkan kesamaan dengan hasil
penelitian (Mellinia dan Sari, 2022),

(Putra dan Muslim, 2022), dan
(Masrullah et al, 2022) yang
menyatakan  bahwa  surat  paksa
mempunyai pengaruh yang positif

terhadap pencairan tunggakan pajak.
Akan tetapi penelitian ini menunjukkan
hasil berbeda dengan penelitian (Alumu
et al., 2017) dan (Kurniasari et al., 2019)
yang menyatakan bahwa surat paksa
tidak mempunyai pengaruh atas
pencairan tunggakan pajak.

Surat paksa diterbitkan Kantor
Pelayanan Pajak paling cepat 21 hari
setelah surat teguran diterbitkan dan

Wajib  Pajak  belum  melakukan
pelunasan atas tunggakan pajak yang
dimiliki.  Surat  paksa  kemudian

disampaikan kepada Wajib Pajak secara
langsung oleh Jurusita Pajak Negara.
Penyampaian  Surat paksa secara
langsung oleh Jurusita Pajak diikuti
dengan upaya persuasif agar Wajib Pajak
segera melunasi tunggakan pajak yang
dimiliki agar terhindar dari tindakan
penagihan pajak selanjutnya, yaitu
pemblokiran rekening dan penyitaan aset
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
Karena jangka waktu dari penyampaian
Surat paksa dengan tindakan penagihan
aktif selanjutnya cukup pendek yaitu 2 x
24 jam, maka Wajib Pajak relatif segera
melunasi tunggakan pajak yang dimiliki
untuk menghindari pemblokiran
rekening dan/atau penyitaan aset kecuali
ada faktor lain yang mempengaruhi
kemampuan pelunasan tunggakan pajak
oleh Wajib Pajak.

Pengaruh  Pemblokiran
Pencairan Tunggakan Pajak

terhadap
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Berdasarkan  hasil  pengujian
seperti tersaji pada tabel 8§ menunjukkan
bahwa pemblokiran rekening
berpengaruh  negatif  atau  tidak
berpengaruh terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak atas Wajib Pajak yang
menjadi 100 penunggak pajak terbesar di
KPP Pratama Karanganyar selama kurun
waktu 2018 — 2022. Hasil penelitian ini
menunjukkan kesamaan dengan hasil
penelitian (Harris dan Sulfan, 2022)
yang menyatakan bahwa pemblokiran
rekening tidak efektif terhadap pencairan
tunggakan pajak.

Pemblokiran rekening milik Wajib
Pajak dan/atau Penanggung Pajak
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
paling cepat 2 x 24 jam setelah
penyampaian surat paksa dan Wajib
Pajak masih belum juga melunasi
tunggakan pajak yang dimilikinya.
Pemblokiran rekening dilakukan dengan
mengirimkan Surat Permohonan
Pemblokiran Rekening kepada bank
yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh
bank tujuan dengan  melakukan
pemblokiran rekening dan
pemberitahuan saldo rekening apabila
Wajib Pajak memang terdaftar sebagai
nasabah disana. Namun apabila Wajib
Pajak tidak terdaftar pada bank yang
dituju, maka bank akan mengirimkan
surat konfirmasi bahwa Wajib Pajak
bukan merupakan nasabah mereka.

Pemblokiran rekening Wajib Pajak
menjadi tidak berpengaruh terhadap
pencairan tunggakan pajak karena
beberapa faktor seperti Jurusita Pajak
Negara tidak mengetahui informasi
kepemilikan rekening bank Wajib Pajak
sehingga Surat Permohonan
Pemblokiran ~ Rekening  dikirimkan
kepada hampir semua bank yang
mengakibatkan tindakan ini kurang
efisien dan efektif. Selain itu, jawaban
konfirmasi dari bank yang terlalu lama
terkait dengan  pemblokiran  dan
pemberian saldo rekening apabila Wajib
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Pajak terdaftar sebagai nasabah, maupun
konfirmasi bahwa Wajib Pajak bukan
merupakan nasabah. Saldo rekening
yang dilakukan pemblokiran tidak
terlalu besar atau tidak sebanding dengan
jumlah tunggakan yang dimiliki Wajib

Pajak  juga  membuat  tindakan
pemblokiran rekening ini kurang
berpengaruh terhadap pencairan
tunggakan pajak.
Pengaruh Penyitaan terhadap
Pencairan Tunggakan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian
seperti tersaji pada tabel 8§ menunjukkan
bahwa penyitaan aset berpengaruh

positif terhadap pencairan tunggakan
pajak atas Wajib Pajak yang menjadi 100
penunggak pajak terbesar di KPP
Pratama Karanganyar selama kurun
waktu 2018 — 2022. Hasil penelitian ini
menunjukkan kesamaan dengan hasil
penelitian (Mellinia dan Sari, 2022) dan
(Maisyaroh et al, 2019) yang
menyatakan bahwa penyitaan aset
berpengaruh positif terhadap pencairan
tunggakan pajak. Akan tetapi penelitian
ini menunjukkan hasil berbeda dengan
penelitian (Harahap et al., 2022) yang
menyatakan bahwa penyitaan aset tidak
berpengaruh atas pencairan tunggakan
pajak.

Penyitaan aset Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak dilakukan
Kantor Pelayanan Pajak  dengan
menerbitkan Surat Perintah Melakukan
Penyitaan kepada Wajib Pajak paling
cepat adalah 2 x 24 jam setelah
penyampaian surat paksa dan belum
dilakukan pelunasan atas tunggakan
pajak yang dimiliki. Penyitaan aset
dilakukan untuk menguasai aset Wajib
Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang
kemudian akan digunakan untuk
melunasi tunggakan pajak yang dimiliki.
Aset yang disita dapat berupa tanah
dan/atau bangunan, kendaraan bermotor,
mesin, rekening bank, dan aset bergerak
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atau tidak bergerak lainnya milik Wajib
Pajak dan/atau Penunggak Pajak. Paling
cepat 14 hari setelah dilakukan penyitaan
dan Wajib Pajak belum juga melunasi
tunggakan pajak yang dimiliki, maka
aset sita tersebut kemudian didaftarkan
untuk dilakukan lelang di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Hasil penjualan lelang tersebutlah yang
nantinya dipindahbukukan ke rekening
negara untuk melunasi tunggakan pajak.
Karena penyitaan aset Wajib Pajak
biasanya akan mempengaruhi kegiatan
operasional Wajib Pajak dan/atau
Penanggung  Pajak  serta  untuk
menghindari dilakukannya lelang maka
setelah asetnya disita, Wajib Pajak akan
segera melakukan pelunasan atau
berkomitmen untuk segera melakukan
pelunasan atas tunggakan pajak yang
dimiliki dalam waktu yang relatif tidak
lama.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini
memiliki keterbatasan yang perlu untuk
diperhatikan sebagai perbaikan dan
pengembangan penelitian berikutnya.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah
penentuan sampel penelitian yaitu 100
Wajib Pajak yang memiliki tunggakan
pajak terbesar selama tahun 2018 sampai
dengan 2022. Hal ini karena terdapat
kemungkinan data pada penelitian ini
bias karena sampel Wajib Pajak yang
teliti berubah atau bukan Wajib Pajak
yang sama di setiap  periode
penelitiannya.

Wajib Pajak yang mempunyai
tunggakan terbesar dapat berubah-ubah
setiap tahunnya. Penyebabnya adalah
adanya ketetapan pajak baru yang terbit
tahun berjalan yang akan menambah
jumlah tunggakan dan adanya pelunasan
terhadap tunggakan pajak, baik dari
pembayaran, upaya hukum pengurangan
atau pembatalan sanksi, atau
pemindahbukuan yang menyebabkan
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berkurangnya tunggakan pajak. Hal ini
membuat jumlah tunggakan pajak
dinamis dan dapat merubah posisi Wajib
Pajak dengan tunggakan terbesar tiap
tahunnya.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa
tindakan penagihan aktif berupa surat
teguran, surat paksa, dan penyitaan aset
berpengaruh positif terhadap pencairan
tunggakan pajak pada KPP Pratama
Karanganyar selama tahun 2018 sampai
dengan 2022. Sedangkan tindakan
penagihan aktif berupa pemblokiran
rekening berpengaruh negatif atau tidak
berpengaruh terhadap pencairan
tunggakan pajak pada KPP Pratama
Karanganyar selama tahun 2018 sampai
dengan 2022.

Implikasi
Penelitian yang dilakukan
memberikan tambahan pengetahuan

untuk masyarakat di bidang perpajakan
terkait tindakan penagihan aktif sebagai
upaya penegakan hukum dan tindakan
penagihan hukum yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini
dapat digunakan oleh  Direktorat
Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi
atas efektivitas kegiatan penagihan aktif

yang  dilaksanakan pada  Kantor
Pelayanan ~ Pajak  dan sebagai
pertimbangan  dalam  pengambilan

kebijakan terkait kegiatan penagihan
pajak. Selain itu penelitian ini dapat
memberikan tambahan informasi dan
referensi yang dapat digunakan dalam

pelaksanaan dan pengembangan
penelitian yang sama tentang pengaruh
indakan  penagihan  aktif  berupa

penerbitan Surat Teguran, penyampaian
Surat Paksa, pelaksanaan kegiatan
pemblokiran rekening, dan pelaksanaan



COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 7(3):4163-4173

penyitaan terhadap pencairan tunggakan
pajak.

Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan
keterbatasan  penelitian ini, maka

disarankan untuk penelitian berikutnya
dapat menggunakan sampel Wajib Pajak
yang sama setiap periode penelitian.
Peneliti selanjutnya dapat menentukan
terlebih dahulu sampel Wajib Pajak yang
akan digunakan pada awal periode
penelitian yang kemudian akan dibawa
pada periode penelitian selanjutnya. Hal
ini dikarenakan terdapat kemungkinan
rangkaian tindakan penagihan dapat
dilakukan lintas tahun pada satu Wajib
Pajak mengingat daluwarsa penagihan
adalah lima tahun pajak.
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